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ABSTRACT

This article discusses about argument of maslahah mursalah as a source
of law. The focus of the study in this paper is a controversial idea between
Imam Malik and Imam Shafi'i about maslahah mursalah as a source of law.
Controversy thinking between both of them as a source of law. First, Imam
Malik used maslahah mursalah as a source of law, but Imam Malik stressed
the establishment of the law by taking the benefit and using the ratio, it must
not controvert with the rule of law that has been set by nash or ijma " If there
is a controversy then it must precede nash than maslahat. Secondly, Imam
Shafi'i did not use maslahah mursalah as a source of law because it did not
have a definite standard of nash and qiyas, while Imam Shafi'i's establishment
is all of law must be based on nash as qiyas. Imam Shaft'i did not mention this
method in his book, al-Risalah. This controversy caused by the absence of a
special argumentation that declare about maslahah accepted by Syar’i either
directly or indirectly.

Key Word: Controversy, Imam Malik, Imam Syafi’i, maslahah mursalah, the
source of law

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan kehujjahan maslahah mursalah sebagai sumber
hukum. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah kontroversi pemikiran Imam
Malik dengan Imam Syafi’i tentang maslahah mursalah sebagai sumber
hukum. Kontroversi pemikiran antara keduanya tentang kehujjahan
maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Pertama, Imam Malik
menggunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, tetapi Imam
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Malik menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil
kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak boleh bertentangan
dengan tata hukum yang telah ditetapkan nash atau ijma’. Apabila terjadi
pertentangan maka wajib mendahulukan nash dibandingkan maslahat.
Kedua, Imam Syafi’i tidak menggunakan maslahah mursalah sebagai
sumber hukum karena mashlahah mursalah tidak memiliki standar yang
pasti dari nash maupun giyas, sedangkan pendirian Imam Syafi’i semua
hukum haruslah didasarkan nash atau disandarkan pada nash sebagaimana
qiyas. Imam Syafl’i sendiri tidak menyinggung metode ini dalam kitabnya
al-Risalah. Adanya kontroversi ini karena tidak adanya dalil khusus yang
menyatakan diterimanya maslahah oleh Syari baik secara langsung
maupun tidak.

Kata Kunci: Imam Malik; Imam Syafi'i; Kontroversi; Maslahah
Mursalah; Sumber Hukum

A. Pendahuluan

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok
bahasan hukum Islam adalah konsep kepentingan umum (maslahah,
public interest) (Rofig, 2012: 38). Hal ini karena kepentingan umum
bersifat dinamis dan fleksibel (Yasid, 2012: 27). Artinya, perkembangan
kepentingan umum ini seiring dengan perkembangan zaman.
Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu
yang lalu belum tentu dianggap sebagai kepentingan umum (maslahah)
pada masa sekarang (Abdullah, 201S: 9-10). Maslahah termasuk di
dalamnya mashlahah mursalah merupakan satu tema yang sangat populer
dalam kajian mengenai hukum Islam karena maslahah merupakan tujuan
syara’ dari ditetapkannya hukum Islam.

Konsep maslahah  tumbuh berkembang sejalan dengan
berkembangnya hukum Islam. Secara aplikatif keberadaannya telah ada
sejak periode awal Islam (Al-Kafrawi, 2002: 503). Maslahah atau maqashid
as-syariah seperti halnya ilmu-ilmu syari’ah yang lain, membutuhkan proses
waktu yang sangat panjang untuk menjadi sebuah ilmu yang mandiri.
Karena sebelumnya merupakan bagian dari Ushul figh, (Al-Asyqar, 1998:
7) ada beberapa alasan magqashid as-syariah menjadi ilmu yang mandiri,
antara lain: Pertama, Maqashid as-syariah selalau berada dibalik nash-nash
al-Qur’an, Sunnah dan fatwa sahabat. Kedua, Qiyas sudah lama menjadi
bahan perdebatan dan giyas selalu didasarkan pada illat yang sesuai
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sebagai dasar hukum maupun sebagai penetapan illat hukum, maka ketika
membicarakan giyas maka otomatis juga membicarakan magqashid as-
syariah. Ketiga, keberadaan magqashid as-syariah sebagai petunjuk hikmah
ditetapkan suatu hukum dalam masalah-masalah figh (Imam Yahya, 2013:
94-95).

Menurut Husain Hamid Hisin, Adanya kontoversi pemikiran di
kalangan ulama klasik termasuk Imam Malik dan Imam Syafii mengenai
penggunanan maslahah mursalah sebagai sumber hukum adalah karena
tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu
oleh Syar’i baik secara langsung maupun tidak langsung karena menurut
jumhur ulama’ maslahah itu bisa diaplikasikan kalau ada dukungan dari
Syar’i, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya maslahah itu bukan
karena maslahah, tetapi karena adanya dalil syar’i yang mendukungnya
(Hiséan, 1971:13-14).

Kehujjahan Maslahah sebagai sumber hukum terbagi menjadi tiga
yaitu; yang dibenarkan oleh syara’ yaitu Maslahah Mu’tabarah, ditolak oleh
syara’ yaitu Maslahah Mulghah dan yang diperselisihkan yaitu Maslahah
Mursalah, jumhur Ulama’ telah berkonsensus, maslahah Mu'tabarah
diterima sebagai hujjah dan Maslahah Mulghah ditolak sebagai hujjah.
Sedangkan maslahah Mursalah diperselisihkan karena tidak ada dalil yang
membenarkan maupun yang melarangnya (Al-Syatibi: 9).

B. Pembahasan

1. Maslahah Mursalah dalam Prespektif Hukum Islam

Ada beberapa rumusan difinisi oleh para pakar Ushul Figh
tentang maslahah mursalah (Zein, 2005:148-149), tetapi masing-masing
mempunyai kesamaan dan berdekatan pengertiannya, antara lain:

Dari kalangan ulama Syafi’i, Al-Ghazali (w. 505 H), merumuskan
maslahah mursalah dengan maslahah yang tidak ada bukti baginya dari
syara’ dalam bentuk nash tertentu baik yang membatalkannya maupun
tidak ada perhatian baginya(Al-Gazali, 1997:481).

Dari kalangan ulama Zaidiyyah, Al-Syaukani merumuskannya
dengan maslahah yang tidak diketahui apakah Syari’ menolaknya atau
memperhitungkannya (Asy-Syaukani, 1999: 990-994)
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Dari kalangan ulama Hanbali, Ibnu Qudamah yaitu; maslahat yang
tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula
memperhatikannya.

Dari kalangan ulama Hanafi, Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi,
yaitu: ketika seorang mujtahid melihat bahwa suatu pekerjaan dapat
mendatangkan manfaat yang lebih diprioritaskan, tetapi dalam Syara’ tidak
ada dalil yang menolaknya (Al-Badawi, 2000: 61).

Yusuf Hamid al-A'lim memberikan rumusan: maslahah yang
tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk
memperhatikannya (Al-A’lim, 1994:124). Abd al-Wahhab Khallaf,
memberikan rumusan: maslahah yang tidak ada dalil syara’ yang datang
untuk mengakuinya ataupun menolaknya(Khallaf, 1972:173).

Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman,yaitu: maslahah yang selaras dengan
tujuan Syar’i (Pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang
membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknnya (Al-Rahman,
1983: 27). Muhammad Abu Zahrah, yaitu: maslahah yang selaras dengan
tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan
tentang pengakuannya atau penolaknya(Zahrah,1958:280).

Dari berbagai rumusan difinisi marsalah mursalah diatas, dapat
diambil konklusi sebagai berikut: Pertama, marsalah mursalah adalah
sesuatu yang baik menurut akal sehat dengan alasan bahwa untuk
mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
Kedua, segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.Ketiga, segala sesuatu yang baik
menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan syara’ tersebut tidak
ada petunjuk dari syara” secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada
petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Sedangkan landasan hukum maslahah mursalahdari Al-Qur’an

maupun Hadits, sebagai berikut:
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan
petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)

"Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan
itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik
dari apa yang mercka kumpulkan”. (QS.Yunus: 58)
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“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah:”Mengurus
urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan
mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa
yang membuat kerusakan dari yangmengadakan perbaikan. Dan jikalau
Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-

Bagqarah:220) (Depag, 1984: 659).

Sedangkan sumber hukum maslahah mursalah yang diambil dari
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah, Rasulullah SAW bersabda:

Ua_:_zﬂ).'b- O.C).A.’—AUT.{._;‘ Lé\j)J\.\_{_:;Ll_’;..x) P =R desealidus>
Fedog dele ald o alll Jgsey JL8 2 JL8 (ulie o0l (e 30 ,Se (ye
SIS IR |

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq
bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas:
Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya)
pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”.

(HR. Ibn Majjah) (Al-Qazwini: 784).

Maka atas dasar dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah di atas, ‘Izz al-
Din ibn ‘Abd al-Salim, menyatakan bahwa maslahah dalam hukum Islam
hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk saja, yaitu: (1) Kaidah
mewujudkan kemaslahatan (jalbul masalih) dan (2) kaidah menghindari
kerusakan (dar’ul mafasid) (Al-Salam, 1994: 31) Pendapat yang sama juga
dikemukakan Al-Gazali dalam kitabnya al-Mustasfa min‘Iim al-Usil (Al-
Gazali,1997: 416-417)

2. Kontroversi Maslahah mursalah sebagai sumber hukum antara
Pemikiran Imam Malik dengan Imam Syafi’i

a. Pemikiran Imam Malik

Abua Ishiq Ibrdhim al-Syatibi,Imam Malik beserta penganut
madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan
maslahah mursalah (Al-Amidi, 1967: 155) sebagai metode ijtihad (Al-
Syatibi: 6). penjelasan yang sama juga dikemukakan Abdul Karim Zaidan,
(Zaidan,1958: 147) dengan alasan yang cukup rasional, antara lain:

Pertama, para sahabat Nabi banyak yang menggunakan maslahah
mursalah sebagai dalil hukum (Huda, 2012: 16), seperti pengkodifikasian
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Alquran oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, penunjukkan Umar bin Khattab
oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah sepeninggalnya, pemisahan
dan pembagian harta pejabat dengan wilayah kekuasaannya oleh Umar
bin Khattab (Supriyadi, 2006:90), kebijakan Ali bin Abi Thalib tentang
tadhmin al-shana’i yaitu kewajiban pembuat barang untuk mengganti
rugi kerusakan atau kekeliruan barang yang dipesan (Al-Syatibi:119),
para sahabat menetapkan hukuman mati terhadap satu kelompok
yang melekakuakan pembunuhan terhadap satu orang ketika mereka
melakukannya secara bersama-sama (Al-Syatibi:125). Ijtihad Mu’adz ibn
Jabal ketika tidak menemukan dalil dari Al-Qur’an dan hadis (Ma'mur,
2015: 101).

Kedua, menggunakan maslahah mursalah sama halnya
mengaplikasikan  tujuan  syar’i  (maqashid syariah), sebaliknya
membiarkannya berarti membuang magqashid syariah, oleh karenanya
maslahah adalah sumber hukum pokok (ashl) yang berdiri sendiri serta
sumber hukum ini tidak keluar dari sumber hukum pokok (ashl), bahkan
terjadi sinkronisasi antara maslahahdan maqashid syariah (Zahrah:182).

Ketiga, kontroversi maslahah sebagai sumber hukum bersifat
kondisional, karena mempunyai dampak kemandulan pada prinsip dasar
hukum Islam yang telah disepakati bersama (ijma’), sehingga mukallaf
akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah Swt tidak
menghendaki akan hal itu (Q.S. Al-Baqoroh:185 dan Q.S. al Hajj:76).

Imam Malik memberikan kriteria tersendiri dalam maslahah
mursalah sebagai sumber hukum, antara lain:Pertama, maslahah tersebut
harus bersifat reasonable dan relevan terhadap kasus hukum yang telah
ditetapkan (Al-Syatibi:129). Kedua, maslahah tersebut dijadikan dasar
untuk memelihara sesuatu yang dharuri dan menghilangkan kesulitan
(raf’ul haraj), dengan cara menghilangkan kepayahan (masyaqat) dan
bahaya (madharat) (Al-Syatibi:133). Ketiga, maslahah tersebut harus
sesuai dengan magqashid syariah, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’
yang qat’i. (Rokhmadi, 2012: 163)

Selain itu, Imam Malik juga memberikan prinsip-prinsip yang
bersifat universal dalam menggunakan maslahah mursalah (Zuhaili: 85-
86.), antara lain: Pertama, berlakunya dugaan kuat dalam hukum, artinya
menegakkan kuat kepada sesuatu dapat dijadikan sebagai sesuatu pada
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realitasnya, seperti berbaurnya antara lawan jenis yang bukan mahramnya,
larangan ini mengandung unsur kecuriagaan yang kuat untuk berbuat
zina, sehingga kecurigaan itu mengandung hukum tersendiri, Imam Malik
menjadikan prinsip ini sebagai maslahah universal (Zuhaili: 85). Kedua,
kewajiban mendahulukan maslahah secara umum daripada kemaslahatan
secara pribadi (Al-Syalabi, 2000 M: 321). Ketiga, keabsahan menolak
bahaya yang paling berat diantara dua bahaya (emergency), contohnya
seperti perintah berjihad, meskipun efek sampingnya (madharat) beresiko
kehilangan nyawa seseorang, tetapi perintah ini untuk mencegah bahaya
musuh yang menyerang untuk menjaga agama dan negara, sebab eksistensi
agama dan negara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nyawa
seseorang (Zuhaili: 86). Keempat, kewajiban memelihara jiwa, seperti
larangan membunuh seseorang, penegakan hukum dan peradilan dan
sebagainya (Zuhaili: 87).
b. Pemikiran Imam Syafi’i

Sumber hukum Islam madzhab Syafi’i ada empat, yaitu: al-Qur’an,
Sunnah, ijma’ dan Qiyas (Roibin, 2008:110). Imam Syafi’i (Al-Arabi, 1976:
303.), tidak menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil hukum berijtihad.
Karena Imam Syaf’i sendiri tidak menyinggungnya dalam karyanya al-
Risalah. Tetapi ada yang beranggapan bahwa maslahah mursalah berlaku di
kalangan ulama’ Syafi’iseperti al-Ghazali (Al-Subki, 1937: 91-92).

Pada prinsipnya Imam Syafi'i selalu menggunakan dalil nash
dalam memahami dan menetapkan hukum, baik secara langsung, yaitu al-
Qur’an dan Sunnah atau tidak langsung, yaitu ijma’ dan qiyas. Menurut
Imam Syafi'i kemempuan seseorang tentang hukum syara’ tergantung
pemahamannya terhadap nash. Maka pemahaman terhadap dalil hukum
syara’ berarti pemahaman terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri
karena al-Qur’an dan Sunnah adalah teks yang menggunakan bahasa Arab
(As-Syafi'i:142).

Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa semakin seseorang memahami bahasa Arab dengan baik, maka
semakin baik pula pemahamannya terhadap dalil dan hukum yang
terkandung dalam dalil itu, dengan demikian mereka yang sebahasa
dengan Nabi adalah mereka yang mempunyai kemampuan terbaik dalam

memahami dalil. Bagi Imam Syafi’i urut-urutan sumber hukum Islam tidak
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boleh dibolak-balik, melainkan harus secara mutlak berurutan. Menurut
Imam Syaf'i mashlahah mursalah tidak dapat diterima sebagai metode
istinbat karena mashlahah mursalah itu tidak memiliki standar yang pasti
dari nash maupun giyas (Al-Gazali, 1997: 286-287), sedangkan pendirian
as-syafi’i semua hukum haruslah diberdasarkan nash atau di sandarkan
pada nash sebagaimana giyas (Abu Zahra, 1976: 303).

Menurut Imam Syafii seperti yang telah dinukilkan Husein
Hamid Hasan, menyatakan bahwa maslahah mursalah sama seperti dalam
pengertian giyas, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-
unsur, syarat giyas ada tiga, pertama, adanya peristiwa yang tidak ada nash
hukumnya yang jelas, kedua, adanya hukum yang dinashkan oleh syar’i
yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui pengertian
ma'nawai, ketiga, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu terkandung
dalam kejadian yang mansus secara implisit. Ketiga sayarat giyas ini
menurutnya sejalan seperti maslahah mursalah atau maslahah mulaimah
yaitu: pertama, peristiwa yang ingin diketahuinya melalui maslahah adalah
peristiwa yang tidak ada nashnya secara jelas, seperti jaminan atau ganti
rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakannya, kedua, ada
hukum-hukum syari’at yang dinashkan oleh syari’ atas suatu peristiwa yang
maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid, ketiga, peristiwa tidak ada
nash tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung
dalam peristiwa yang ada nashnya (Hasan, 1981: 324-325).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa
kontroversi pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi’i
tentang maslahah mursalah sebagai sumber hukum. PertamaImam
Malikmenggunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, tetapi
Imam Malikmenekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil
kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak boleh bertentangan
dengan tata hukum atau dasar yang telah ditetapkan nash atau ijma’. Apabila
terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan nash dibandingkan
maslahat. Kedua, Imam Syafi’i tidak menggunakan maslahah mursalah
sebagai sumber hukum karena mashlahah mursalah tidak memiliki standar
yang pasti dari nash maupun giyas, sedangkan pendirian Imam Syafi’i
semua hukum haruslah diberdasarkan nash atau di sandarkan pada nash
sebagai mana qiyas. Imam Syafi’i sendiri juga tidak menyinggung metode
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maslahah mursalah dalam kitabnya al-Risalah. Menurutnya maslahah
mursalah sama seperti dalam pengertian giyas, alasannya karena keduanya
memiliki persamaan unsur-unsur, syarat qiyas ada tiga, pertama, adanya
peristiwa yang tidak ada nash hukumnya yang jelas, kedua, adanya hukum
yang dinashkan oleh syar’i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa
itu melalui pengertian ma’nawai, ketiga, peristiwa yang tidak ada nash
hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang mansus secara implisit.
Ketiga sayarat giyas ini menurutnya sejalan seperti maslahah mursalah.

3. Persamaan dan perbedaan Pemikiran antara Imam Malik dan
Imam Syafi’i dalam Maslahah Mursalah

Dari uraian pandangan kedua tokoh diatas tentang maslahah
mursalah sebagai sumber hukum, penulis menyimpulkan beberapa
kesamaan keduanya, antara lain: Pertama, Mashlahah mursalah yang selama
ini seakan diperdebatkan relevansinya sebagai metode pengambilan hukum
antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada dasarnya telah disepakati
keduanya meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda.
Tetapi dalam mengaplikasikan mashlahah mursalah ini tidak selayaknya
dilakukan oleh seseorang yang tidak kompeten dalam ijtihad. Karena
bagaimanapun juga mashlahah mursalah merupakan metode yang tidak
dapat berdiri sendiri dan harus diiringi dengan maqashid syariah yang telah
disepakati ulama’Kedua, kedua tokoh ini sama-sama mengakui keberadaan
maslahah atau kepentingan umum yang secara eksplisit maupun impilsit
dalam nash al-Qur’an maupun Sunnah.

Adapun perbedaan pemikiran antara Imam Malik dengan Imam
Syafi'i dalam maslahah mursalah sebagai sumber hukum ini, antara
lain:Pertama, Imam Malik menggunakan maslahah mursalah sebagai sumber
hukum, tetapi Imam Malik menekankan bahwa pembentukan hukum
dengan mengambil kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak
boleh bertentangan dengan tata hukum atau dasar yang telah ditetapkan
nash atau ijma’. Apabila terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan
nash dibandingkan maslahat.Sedangkan Imam Syafi’i tidak menggunakan
maslahah mursalah sebagai sumber hukum karena mashlahahmursalah itu
tidak memiliki standar yang pasti dari nash maupun giyas, karena pendirian
Imam Syafi’i semua hukum haruslah diberdasarkan nash atau di sandarkan
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pada nash sebagai mana giyas. Imam Syafi'i sendiri juga tidak menyinggung
metode maslahah mursalah dalam kitabnya al-Risalah.Kedua, Imam
Malik menyatakan alasan Allah mengutus seorang rasul adalah untuk
membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Sedangkan Imam Syafi’i
adalah yang paling tegas menentang atas kehujjahan maslahah mursalah
sebagai dalil hukum karena tidak memiliki standar yang pasti dari nash
maupun giyas, sedangkan pendirian Imam Syafi’'i semua hukum haruslah
diberdasarkan nash atau di sandarkan pada nash sebagaimana giyas.Meski
demikian hati-hatinya, Imam Syafi’i tidak berarti tidak beranjak sama sekali
dari nash dan qiyas karena Imam Syafi’i pernah melakukan penelitian yang
nyata-nyata tidak dijelaskan sama sekali oleh al-Qur’an, sebut saja misalnya
ketika ia ditanya tentang batasan darah haid.Ketiga, Adanya kontroversi
antara Imam Malik dengan Imam Syafi’i tentang maslahah mursalah sebagai
sumber hukum ini karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan
diterimanya maslahah itu oleh Syar’i baik secara langsung maupun tidak
langsung karena maslahah itu bisa diaplikasikan kalau ada dukungan dari
Syar’i, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya maslahah itu bukan
karena maslahah, tetapi karena adanya dalil syar’i yang mendukungnya.

4. Implikasi kontroversi kehujjahan maslahah mursalah

Hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengukur
kebenaran ortodoksi, tetapi juga harus diartikan sebagai alat untuk
membaca realitas sosial untuk kemudian mengambil sikap dan tindakan
tertentu atas realitas sosial tersebut. Sehingga figh atau hukum Islam
memiliki standar ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur realitas sosial
dengan ideal-ideal syariat yang berujung pada hukum halal atau haram,
boleh dan tidak boleh, dan sekaligus pada saat yang sama menjadi alat
rekayasa sosial. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi
pokok bahasan hukum Islam adalah konsep kepentingan umum (maslahah,
public interest). Hal ini karena kepentingan umum bersifat dinamis
dan fleksibel. Artinya, perkembangan kepentingan umum ini selalu
berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa
jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu
dianggap sebagai kepentingan umum (maslahah) pada masa sekarang.
Mashlahah mursalah yang selama ini seakan diperdebatkan relevansinya
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sebagai metode pengambilan hukum, pada dasarnya telah disepakati
meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dalam
mengaplikasikan mashlahah mursalah ini tidak selayaknya dilakukan oleh
seseorang yang tidak kompeten dalam ijtihad. Karena bagaimanapun juga
mashlahah mursalah merupakan metode yang tidak dapat berdiri sendiri
dan harus diiringi dengan maqashid syariah yang telah disepakati ulama’

C. Simpulan

Maslahah Mursalah adalah salah satu dari bagian bentuk dari
maslahah. Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan
nash tetapi juga tidak bertentangan, kepentingan yang ada di dalamnya
seolah-olah diabaikan oleh syariah dan dibiarkan tanpa batasan
maupun ketentuan.

Kehujjahan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, terpecah
menjadi dua kelompok, Pertamamenolak maslahah mursalah sebagai
hujjah adalah Syafi’iyah, dengan alasan; maslahah mursalah sama seperti
dalam pengertian giyas, alasannya karena keduanya memiliki persamaan
unsur-unsur, syarat giyas ada tiga, pertama, adanya peristiwa yang tidak
ada nash hukumnya yang jelas, kedua, adanya hukum yang dinashkan
oleh syar’i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui
pengertian ma'nawai, ketiga, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu
terkandung dalam kejadian yang mansus secara implisit. Ketiga sayarat
giyas ini menurutnya sejalan seperti maslahah mursalah.Kedua, Malikiyah
menerima maslahah mursalahsebagai hujjah syariahdan dijadikan metode
pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam
nash ijma, qiyas atau istihsan. Tetapi tetap menggunakan aturan yang sangat
ketat, antara lain: Pertama, maslahah tersebut haruslah yang nyata serta
benar-benar membawa kepada kemanfaatan dan menolak kemadharatan
bukan hanya sekedar berdasarkan prasangka. Kedua, kemaslahatan tersebut
merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus
baik untuk individu maupun kelompok tertentu, artinya kemaslahatan
tersebut harus bisa dimanfaatkan atau menolak kemudaratan terhadap
banyak orang pula. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan
dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits baik

secara zahir maupun batin.
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